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ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DI KOTA SURAKARTA

LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah
diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan
adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah
berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus
diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Berdasarkan latar belakang sebagaiman dimaksud di atas, guna
meningkatkan daya saing daerah, serta merespon perkembangan pengaturan
perundang-undangan, Pemerintahan Daerah Kota Surakarta melalui Bagian
Hukum Setda Kota Surakarta telah menetapkan Target Evaluasi Peraturan
Perundang-Undangan Kota Surakarta Tahun 2025 untuk perlu dilakukan Analisis
dan Evaluasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Wali
Kota. Analisis dan evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya
penataan regulasi dan peningkatan kinerja lingkup Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surakarta.



INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah
Kota Surakarta membatasi analisis dan evaluasi hanya pada Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Wali Kota yang telah tercantum dalam
Target Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Kota Surakarta Tahun 2025
berupa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.

ANALISIS DAN EVALUASI

Berdasarkan adanya beberapa perubahan peraturan perundang-
undangan yang memberikan dampak pada penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kota Surakarta, perlu adanya analisis dan evaluasi untuk menentukan
pelaksaan berbagai kegiatan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka
melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu adanya penyesuaian peraturan
daerah.

Selain pengaturan tersebut, diperbaruai dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 12 ayat 1 huruf a,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 56/M-DAG/Per/9/2014. Semua peraturan perundang-undangan tersebut
mengatur tentang pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat atau yang dulu
dikenal dengan Pasar Tradisional.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan
rekomendasi untuk Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional dapat dilakukan



Penyusunan Produk Hukum baru dengan menyesuaikan perubahan peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atau konsideran.
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